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ABSTRAK - Dalam rangka mendukung tata kelola barang milik negara di lingkungan
Kementerian Perhubungan yang tertib, efektif, dan efisien dibutuhkan
pengaturan pengelolaan barang milik negara secara komprehensif dan
karena Peraturan Menteri Perhubungan Nornor PM 59 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan
Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik
Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara di
Lingkungan Kementerian Perhubungan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
dan perkembangan pengelolaan barang milik negara sehingga perlu diganti
dan perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun
1945; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008;
PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; PERPRES No. 103 Tahun
2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi; PERPRES No. 23 Tahun 2022 tentang Kementerian
Perhubungan; PERMENHUB No. PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan umum, pengelolaan
BMN, pejabat pengguna BMN, perencanaan kebutuhan dan penganggaran
BMN, pengadaan BMN, pengamanan dan pemeliharaan BMN, penilaian
BMN, pemindahtangan BMN, pemusnahan BMN, penghapusan BMN,
penatausahaan BMN, pengawasan dan pengendalian BMN, dan serah terima
BMN.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2024 dan
ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2024.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan
persetujuan/penetapan Penggunaan, Pemanfaatan, pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan penghapusan BMN yang sudah diajukan oleh Pengguna
Barang atau Kuasa Pengguna Barang dan belum memperoleh
persetujuan/penetapan dari Pengelola Barang/Pengguna Barang, tetap
diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59
Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara
di Lingkungan Kementerian Perhubungan.



- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan dari:
a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan
Kementerian Perhubungan;

b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara di Lingkungan
Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara di Lingkungan
Kementerian Perhubungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan,
a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan
Kementerian Perhubungan;

b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara di Lingkungan
Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara di Lingkungan
Kementerian Perhubungan,

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

- Lamp. : 15 hlm.


